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PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELASIB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B
NOMOR: 376 /KPA.W2-A4/SK.PW1.1/VI/2026

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELASI B

Menimbang

Mengingat

a.

Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama, yang menentukan
bahwa  Ketua  Pengadilan Agama  mengadakan
pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku
Hakim, Panitera/Sekretaris dan Jurusita di daerah
hukumnya;

Bahwa para Hakim yang ditetapkan sebagaimana
tercantum dalam lampiran surat keputusan ini
dipandang cakap dan mampu untuk melanjutkan tugas
pengawasan/melaksanakan tugas pengawasan yang
ditetapkan;

Sehubungan dengan adanya Hasil Rapat Pimpinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang promosi
dan mutasi Nomor: 1085/DJA/KP4.1.3/V/2026 tanggal
4 Mei 2026;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara,;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di
Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha
Negara, Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1989 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang
Pedoman Pengawasan Melekat;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Tembusan Yth:

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang
Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi
Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi
Agama,;

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006
tentang Pedoman  Pelaksanaan Pengawasan  di
Lingkungan Lembaga Peradilan;

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tertanggal 30 Agustus
2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di
Pengadilan;

13. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kinerja Hakim
Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang
Berada di Bawahnya;

14. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan
Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di Bawahnya;

15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
RANTAUPRAPAT KELAS I B TENTANG PENUNJUKAN
KORDINATOR DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPATKELAS I B TAHUN
2026;

Menunjuk dan memerintahkan kembali kepada Hakim
Pengawas Bidang yang telah ditetapkan agar melaksanakan
pengawasan dengan penuh tanggungjawab serta melaporkan
hasil pengawasannya secara tertulis setiap triwulan kepada
Wakil Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B
selaku Koordinator Hakim Pengawas Bidang;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

: Rantauprapat
: 4 Juni 2026

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan di Medan.
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